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SALINAN

P  E  N  E  T  A  P  A  N

Nomor 485/Pdt. G/2021/PA Sgm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sungguminasa  yang  memeriksa,  memutus  dan

menyelesaikan  perkara  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  majelis  telah

menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

#namapenggugat,  NIK:7371076004910002,  tempat tanggal  lahir,  Makassar,

20 April 1991 (usia 30 tahun) agama Islam, pendidikan

D3, pekerjaan Karyawati Toserba 23, tempat kediaman

di Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut Penggugat;

M e l a w a n 

#namatergugat, tempat tanggal lahir, Talamangape, 05 Oktober 1985 (usia 35

tahun)  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Pelaut, tempat kediaman di Kabupaten Gowa;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah  mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Membaca  surat  gugatan  Penggugat  tanggal  4  Mei  2021 ditujukan

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Sungguminasa,  kemudian  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  dengan  Nomor

485/Pdt.G/2021/PA  Sgm.  tanggal  4  Mei  2021 dengan  dalil-dalil  gugatan

Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  sah  yang

melangsungkan pernikahan pada hari  Sabtu tanggal 05 Desember 2015

Masehi bertepatan dengan tanggal  22 Shofar 1437 Hijriah, yang dicatat
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oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini,  Kota Makassar, sesuai

Kutipan Akta Nikah Nomor 0964/012/XII/2015, tanggal 07 Desember 2015.

2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama  di

tempat  kontrakan di  Makassar  dan  terakhir  tinggal  di  tempat  kediaman

Penggugat di Pannampu (Makassar).

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alifia Putri binti Baharuddin

(usia  4  tahun  4  bulan)  dan  saat  ini,  anak  tersebut  dalam  asuhan

Penggugat.

4. Bahwa sejak bulan Maret 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat  dan  Tergugat  yang  berakibat  rumah  tangga  menjadi  tidak

harmonis.

5.  Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dengan  Tergugat

disebabkan:

5.1.  Tergugat  diketahui  menjalin  hubungan  asmara  dengan  seorang

perempuan yang bernama #namaWIL.

5.2. Tergugat tidak bertanggungjawab dalam pemenuhan nafkah ekonomi

kepada Penggugat serta kepada anak Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa  puncak  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  terjadi  pada  bulan

Desember  2017,  dimana  pada  saat  itu,  Tergugat  pergi  meninggalkan

Penggugat  sehingga  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  pisah  tempat

tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama  3 (tiga) tahun 4

(empat) bulan.

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal,  Penggugat  dengan Tergugat  sudah

tidak pernah saling memperdulikan lagi layaknya pasangan suami istri.

8. Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga  yang demikian itu, Penggugat merasa

sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga  dengan

Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

tidak sesuai  lagi  dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat

bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
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Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada

Pengadilan  Agama Sungguminasa cq.  Majelis  Hakim untuk  memeriksa  dan

mengadili  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (#namatergugat) terhadap

Penggugat (#namapenggugat).

3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-

undangan yang berlaku.

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini  berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa  setelah  Majelis  Hakim  memberikan  penasehatan  kepada

Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk

kembali rukun membina rumah tangga demi kepentingan anak ;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan

alasan Penggugat ingin rukun kembali bersama Tergugat; 

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari

Penggugat tersebut;

Bahwa  untuk  ringkasnya,  maka  ditunjuk  segala  hal  ihwal  dalam

persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

  PERTIMBANGAN  HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  surat  gugatan  Penggugat

adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah

sesuai  dengan  kompetensi  Pengadilan  yang  berwenang  berdasarkan

penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun

2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 3 dari 7 halaman .Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang

RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung

cacat  hukum,  sehingga  dengan  demikian  telah  memenuhi  syarat  formil

gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang

berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang

mengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan

Agama Sungguminasa, sehingga berdasarkan  penjelasan  Pasal 49 huruf (a)

angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun  2006 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh

karenanya  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  berwenang  memeriksa  dan

menyelesaikan perkara ini; 

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya  menasihati

Penggugat  agar  tetap  mempertahankan  ikatan  perkawinannya  dengan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya

yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan

Nomor  485/Pdt.G/2021/PA  Sgm.  dengan  alasan  Penggugat  ingin  rukun

kembali bersama Tergugat;

Menimbang,  bahwa oleh karena proses perkara  ini  belum memasuki

tahap  jawab  menjawab,  maka  berdasarkan  Pasal  54  Undang-Undang  RI

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 271 Kitab Hukum

Acara  Perdata  (Burgerlijke  Rechtsvordering-  BRv)  bahwa  Penggugat  dapat

mencabut  perkaranya  dengan  biaya  perkara  (tetap  dibayar)  di  Pengadilan,

asalkan  hal  itu  dilakukan  sebelum (Tergugat  menyampaikan)  jawaban,  (De

eischer kan onder betaling der kosten afstand doen van de instantie, mits zulks

geschiede voor  het  antwoord),  dengan demikian  telah  sesuai  hukum acara

yang  berlaku  dalam  pencabutan  gugatan  oleh  Penggugat  sebelum  tahap

jawab-menjawab,  dan  merupakan  hak  mutlak  Penggugat  untuk  mencabut

gugatannya, walaupun tanpa persetujuan dari Tergugat, dan oleh karenanya

permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut beralasan menurut

hukum, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan

pencabutan perkara Nomor 485/Pdt. G/2021/PA Sgm. dari Penggugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96  Undang-Undang

RI  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama,  dan  guna  mengakhiri

penyelesaian administrasi perkara ini,  maka Majelis Hakim memandang perlu

untuk  memerintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Agama  Sungguminasa

untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo.  Pasal  272 ayat (2) Kitab Hukum

Acara Perdata (Burgerlijke Rechtsvordering- BRv), dan oleh karena  perkara ini

adalah perkara akibat perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat

(1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang

telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90,

91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Kedua  Atas  Undang-Undang  RI  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan

Agama,  segala  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini  dibebankan kepada

Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan  segala  ketentuan  hukum  syar’i  dan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

485/Pdt.G/2021/PA Sgm. dari Penggugat;

2. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  untuk

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis Hakim

yang  dilangsungkan  pada  hari  Selasa,  tanggal  11  Mei  2021 Masehi,

bertepatan  dengan  tanggal  29  Ramadhan  1442 Hijriyah,  oleh  kami  Dra.Hj.

Fahima, S.H., M.H  sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib.HP dan Ruhana

Faried, S.HI.,M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh
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Ibrahim, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat; 

Hakim Anggota   Ketua Majelis

Drs. M. Thayyib.HP Dra. Hj. Fahima, S.H.,, M.H.

Hakim Anggota

Ruhana Faried, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti

                                                                              Ibrahim, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran                                            Rp    30.000,00

2. Pemberkasan ATK Perkara                    Rp    50.000,00

3. Panggilan Penggugat                             Rp 135.000,00

4. Panggilan Tergugat                            Rp  135.000,00

5. Biaya PNBP Panggilan Penggugat       Rp    10.000,00

6. Biaya PNBP Panggilan Tergugat           Rp    10.000,00

7. Redaksi                                                   Rp   10.000,00 

8. Meterai                                                    Rp   10.000,00

                                                Jumlah        Rp 390.000,00
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      (tiga ratus sembilan puluh  ribu rupiah)
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